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ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan
penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak? Kedua, bagaimanakah hambatan dalam penegakan
hukum terhadap pedagang pakaian bekas Impor di Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak? Ketiga, bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan
penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan
penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah
tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan
pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum
terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
tidak berjalan efektif disebabkan bebarapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi ke
masyarakat tentang larangan memperdagangkan pakaian bekas yang diimpor,
kurangnya kesadaran masyarakat yang mentaati undang-undang yang ada, dan
minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang yang berlaku, masih
banyak masyarakat di Kecamatan Tualang yang belum mengatahui bahwa
pemerintah sudah menetapkan peraturan yang melarang perdagangan pakaian
bekas yang diimpor. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang
pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dijelaskan
pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini yang membuat masih
maraknya pedagang memperdagangkan pakaian bekas. Peran pihak kepolisian
menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam menangani kasus
ini, peran Polsek Tualang masih belum menangasi kasus ini dan mereka
cenderung mengabaikan kasus ini, karena Polsek Tualang lebih mengutamakan
kasus-kasus seperti pencurian kelapa sawit, pelecehan seksual yang terjadi di
Kecamatan Tualang dan peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam
mengatasi hambatan dalam menangani kasus ini. Upaya untuk mengatasi
hambatan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dijelaskan yang dilakukan oleh pihak
kepolisian khususnya Polda Riau Subdit 1 untuk mengatasi hambatan-hambatan
dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang memperdagangkan pakaian
bekas. Penangkapan dan penindakan secara tegas kepada pelaku yang
memperdagangkan pakaian bekas inimerupakan upaya yang dilakukan dari pihak
kepolisian, akan tetapi belum maksimal karena belum didukung penuh oleh
instansi terkait.

Kata kunci: Penegakan, Pedagang Pakaian Bekas Impor, Tualang
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sering memasok barang, baik
barang elektronik maupun barang lainnya, kita ambil contoh salah satu barang yang
sering dipasok ke Indonesia adalah pakaian bekas, baik itu baju, celana, jaket,
sepatu dan barang bekas lainnya. padahal sudah jelas dalam Pasal 47 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi. “setiap
importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Bila melihat peraturan ini,
sudah ditegaskan kepada setiap importir dilarang mengimpor barang dalam keadaan
tidak baru, baik itu melalui jalaur legal maupun jalur illegal hal ini sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal
8 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat,

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar atas barang yang dimaksud.

Ada acuan peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah untuk menjerat
penjual pakaian bekas yang diimpor dan salah satunya dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 62 disebutkan
jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, hurufe, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama



5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar, sementara itu, dalam
Pasal 8 ayat (1) disebutkan:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Norma hukum di atas jelas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang
yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar serta tidak dalam keadaan baru.
Selanjutnya secara teknis larangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 pada Pasal 3 yang berbunyi:

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada saat atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku

wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tegasnya mengatur pakaian bekas
yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dimusnahkan
agar tidak sampai beredar di tengah masyarakat. Karena tentunya kalau sampai
barang tersebut sudah beredar luas maka akan semakin sulit memusnahkan barang
tersebut dan tentunya tidak akan efektif. Karena apabila sudah terlanjur sudah
beredar di masyarakat akan sulit dan tidak efektif untuk dilakukan pemusnahan..

Penulis mengamati di Perawang masih ada fakta pelanggaran larangan
memperdagangkan pakaian bekas. Padahal sudah jelas norma larangannya, yang
bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen memperoleh produk yang
memenuhi standar, di samping kepentingan nasional lainnya sesuai dengan maksud
peraturan tersebut dibuat.

Akan tetapi, meskipun dilarang, penulis mengamati masyarakat cenderung

lebih mengutamakan harga yang murah dibandingkan dengan ketentuan standar dan



kebaruan barang yang diperdagangkan. Selain itu penulis mengamati fakta cara
memperdagangkan pakaian bekas tidak saja dilakukan secara langsung, namun juga
memanfaatkan sarana secara digital melalui aplikasi media sosial, seperti facebook.

Pelanggaran yang demikian tidak saja merugikan kepentingan konsumen juga
merugikan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian baru. Meskipun
sebagian konsumen tidak merasa dirugikan karena bisa mendapatkan baju dengan
harga yang murah walaupun tidak sesuai standar serta tidak baru.

Berdasarkan keadaan tersebut maka terlihat kesenjangan penerapan hukum
yang tidak berjalan efektif di tengah masyarakat sehingga merupakan masalah
hukum yang beralasan secara akademis untuk diteliti. Agar sesuai dengan isu
hukumnya maka penulis menetapkan judul “PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KECAMATAN

TUALANG KABUPATEN SIAK”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian
bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian
bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap

pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a.

Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum
terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak

Untuk mendeskripsikan faktor penghambat penegakan hukum terhadap
pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum
terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak

2. Kegunaan penelitian

a.

Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan
berkaitan dengan masalah yang diteliti, sekaligus sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.
Prespektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan
referensi bagi penelitian bagi peneliti selanjutnya.

Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Siak
khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta instansi lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.



D. Kerangka Teori

1.

Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum merupakan semua kegiatan dari pelaksanaan
penegakan hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Prof Sudarto, bidang penegakan
hukum itu sangat luas. Tidak hanya bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan
apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kemungkinan akan terjadi
kejahatan. Selanjutnya ialah masalah prevensi dari kejahatan, bila prevensi
diartikan secara luas maka banyak badang atau pihak yang terlibat didalamnya,
ialah pembuat undang-undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamongpraja
dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana
dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peran yang dapat
dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta
masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.*

Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam
pencegahan ini ialah kepolisian. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa
dalam proses penegakan hukum ada faktor yang mempengaruhinya, faktor
tersebut sangat mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya
terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

tersebut ada 5 poin, yaitu:

!Prof.Sudarto, S.H., 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung,

him. 113.



a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-

undang saja

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum.

d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku dan diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.?

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan
resensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas
penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat
berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung
dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut
relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa
faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya
terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi
dan penasihat hukum akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum
yang sering diabaikan. 3

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah:

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan

tertentu sudah cukup sistematis.

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan

tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal
tidak ada pertentangan.

2Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 8.

’Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, (Bandung:
Mandar Maju. 2001), him. 55.



c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang
mengatur  bidang-bidang  kehidupan tertentu  sudah
mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yang ada.*

Pidana merupakan salah satu bentuk penegakan hukum, menurut
Sudarso, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-Syarat tertentu.
Roeslam Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik dan hal
mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada
pembuat delik itu. Secara garis besar tujuan pidana menurut teori relatif
bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat.®

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan
supaya orang jangan melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pidana yang
dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya,
melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam kasus
perdagangan pakaian bekas, yang belum tercapainya adalah keserasian antara
kaidah yang tercantum dalam Undang-Undang Perdagangan dengan tindakan
aparat penegak hukum. Dimana seharusnya di Pasal 110 berkaitan dengan
sanksi pidana bagi pedagang pakaian bekas impor bukan importir tersebut

dilaksanakan sehingga serasi antara ketentuan hukum dan tindakan dari aparat,

namun hal demikian belum sepenuhnya terwujud. Upaya penegakan hukum

“Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983), him. 80.

°Roeslam Saleh, Kebijakan Kriminalitas dan Diskriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan
Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Ull,
1993, him. 38.



pidana terjadap pelaku penjualan pakaian bekas juga belum dilaksanakannya
hukum sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang
Perdagangan. Padahal menurut Abdul Kadir Muhammad, seharusnya
penegakan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur oleh
undang-undang yang berlaku jika terjadi pelanggaran untuk dapat mencapai
tujuan ditegakkannya kembali hukum tersebut.®

Namun kenyataannya ketika terjadi pelanggaran hukum berhubungan
dengan impor dan perdagangan pakaian bekas, aparat penegak hukum tidak
langsung melakukan penegakan hukum. Kekeliruan penegak hukum
menerapkan hukum terjadi pada penegakan hukum terhadap pedagang di
pasaran, dimana penegakan hukumnya menggunakan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Di Indonesia sendiri belum terdapat kasus kerugian
konsumen berupa sakitnya konsumen karena menggunakan pakaian bekas
impor. Selain itu, dalam bisnis thrifting yang terjadi pada saat ini juga sangat
terbuka mengenai informasi, dimana konsumen sudah mengatahui pasar mana
saja dan toko online mana saja yang menjadi surge pakaian bekas impor. Maka
dengan diterapkannya ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen atas dugaan pelanggaran ketentual Pasal 8 berkaitan larangan bagi
pelaku usaha menjual barang bekas tanpa memberikan informasi yang jelas.
Kemungkinan tuntutan akan ditolak dan pelaku usaha dinyatakan tidak
bersalah dan tidak terbukti melangggar Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Hal tersebut karena sudah jelas, bahwa ada pasar-pasar khusus

8Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.



pakaian bekas impor bahkan masyarakat juga telah mengatahui jika dalam e-
commerce, thrifting itu merujuk pada pakaian bekas.
Teori faktor penegakan hukum

Penegakan hukum memang sering mengalami kendala karena banyak
faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan pada penegakan hukum
tersebut. Penegakan hukum bukanlah hanya pelaksanaan perundang-undangan
atau penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Apabila hanya
pelaksanaan perundang-undangan atau keputusa hakim saja maka ketika hal
tersebut mengganggu kedalam pergaulan hidup maka hal tersebut adalah
kelemahan dan hambatan. Hambatan penegakan hukum sebenarnya terjadi
karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut ialah:

a. Faktor hukumnya sendiri
Undang-undang dalam arti materil merupakan suatu peraturan
yang tertulis dan berlaku secara umum dan dibuat oleh
pemerintah pusan maupun daerah yang sah. Undang-undang
materil sendiri mencakup:

b. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau
suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di
sebagaian wilayah Negara.

c. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau
daerah saja. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat
beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang
tersebut mempunyai dampak positif.”

Dari ketiga faktor ini tentunya mempunyai keterkaitan dengan undang-

undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHAP
dinyatakan, bahwa :“Terhadap perkara yang ada sebelum Undang-Undang

diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini”;

"Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor...Loc.Cit.
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pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka
kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak
berlaku surut. Masalah lain yang dapat terjadi terhadap undang-undang, yaitu
adanya undang-undang yang belum mempunya peraturan pelaksanaan, padahal
di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya
peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan, akan mengganggu
keserasian antara nilai-nilai kehidupan, sehingga seringkali terjadi masalah
dalam penegakan hukum

Selain itu masalah yang mungkin timbul di dalam undang-undang, adalah
ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan
pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-
kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena berbahasa
asing yang kurang tepat. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari
undang-undang, yaitu pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-
undang. Kedua, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan
untuk menerapkan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di
dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam
penafsiran serta penerapannya. Badan yang langsung mempunyai wewenang
dan kewajiban dalam pencegahan ini ialah kepolisian. Menurut Soerjono
Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor yang
mempengaruhinya, faktor tersebut sangat mempunyai arti sehingga dampak
positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada 5 poin, yaitu:
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a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-
undang saja

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum.

d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku dan diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.®

Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum dapat memiliki berbagai implikasi terhadap
perdagangan pakaian bekas. Dalam kontek ini, efektivitas hukum mengacu
pada kemampuan peraturan dan penegakan hukum untuk mengatur dan
mengawasi perdagangan tersebut. Beberapa implikasi yang mungkin termasuk
regulasi tentang kualitas dan keamanan pakaian bekas, perlindungan hak
konsumen, serta upaya pencegahan terhadap perdagangan illegal atau
ekploitasi buruh dalam industri tersebut. Dengan penerapan hukum yang
efektif, digarapkan perdagangan pakaian bekas dapat berlangsung lebih adil
dan berkelanjutan. Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa
asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak
positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga
efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam
undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang
itu dinyatakan berlaku.

b. Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang tinggi,
mempunya kedudukan yang lebih tinggi pula.

c. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.

81bid.
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Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan
undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun
bagi undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih
luasa ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup
peristiwa khusus tersebut.

d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan
undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-
undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur
mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada
undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur
pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya
berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama
tersebut.

e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

f. Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai
kesejateraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun
pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).
Artinya, agar pembuat undang-undang tidak sewenang-
wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi
huruf mati.®

Sebagai contoh, yaitu di dalam asas pertama dinyatakan, bahwa undang-
undang tidak berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHAP
dinyatakan, bahwa :“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang
diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”;
pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka
kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak
berlaku surut. Masalah lain yang dapat terjadi terhadap undang-undang, yaitu
adanya undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan,
padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak
adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan, akan

mengganggu keserasian antara nilai-nilai kehidupan, sehingga seringkali

° Anisa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, http://fahum.umsu.ac.id, diakses pada
tanggal 17 April 2024.
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terjadi masalah dalam penegakan hukum. Selain itu, masalah yang mungkin
timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang
dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu
disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara
luas sekali, atau karena berbahasa asing yang kurang tepat. Gangguan
penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, yaitu pertama, tidak
diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. Kedua, belum adanya
peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-
undang. Ketiga, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis berkaitan dengan
penerapan norma tentang larangan memperdagangkan pakaian bekas di
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Lokasi penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak yang mengalami kendala seperti yang sudah dijelaskan dalam
proposal. Dimana banyak kasus perdagangan pakaian bekas sehingga
terjadinya permasalahan hukum penerapan norma tentang larangan

memperdagangkan pakaian bekas pada lokasi ini.
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3.

Populasi dan sampel

a.

Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi penelitian ini terdiri dari:

1) Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Siak berjumlah 1 orang

2) Kepala Penyidik Subdit 1 di Reskrimsus Polda Riau berjumlah 1
orang.

3) Kanit Reskrim Polsek Tualang berjumlah 1 orang

4) Pedagang pakaian bekas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
berjumlah 7 orang

Sampel
Dari populasi yang teridentifikasi, dan bagi peneliti untuk menetapkan
sampelnya, sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan
objek penelitian, dari sinilah data primer nantinya akan diperoleh,
penetapan sampel ini  untuk memudahkan penelitian dalam
mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian adapun yang
menjadi sampel penelitian ini, yaitu :

1. Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Siak karena berjumlah 1 orang maka secara sensus
langsung ditetapkan menjadi sampel.

2. Kepala Penyidik Subdit 1di Reskrimsus Polda Riau karena berjumlah

1 orang maka secara sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.
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3. Kanit Reskrim Polsek Tualang karena berjumlah 1 orang makan secara
sensus langsung ditetapkan menjadi sampel.
4. Pedagang pakaian bekas di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

karena berjumlah 7 orang maka seluruhnya ditetapkan menjadi

sampel.
Tabel I.1
Jumlah populasi dan sampel
No. Populasi Jumlah Jumlah Persentase
populasi sampel (%)
1. Kepala Bidang 1 1 100
Perdagangan di Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Siak
2. Kepala Penyidik 1 1 100
Subdit 1 di Reskrimsus
Polda Riau
3. Kanit Reskrim Polsek 1 1 100
Tualang
4. Pedagang pakaian 10 7 70

bekas di Kecamatan
Tualang Kabupaten
Siak

Sumber primer: diolah tahun 2024.

4. Sumber data

a.

Data primer
Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari serangkaian
wawancara terhadap responden atau narasumber dan pengamatan secara

langsung dilokasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
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5.

6.

b. Data sekunder
Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan
teknik dokumentasi yang didapat dari berbagai pustaka tentang laporan
penelitian, baik dengan media massa maupun jurnal, situs dalam internet
dan data lain yang berkorelasi dengan tema yang diangkat.

Teknik pengumpulan data

Untuk mendapat data primer juga data sekunder, maka dalam pengumpulan

data penulis menggunakan alat pengumpulan data penulis menggunakan alat

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara
langsung terhadap objek penelitian yang kemudian dicatat secara
sistematis dan logis.

b. Wawancara, yaitu penulis mendapat keterangan secara lisan dari
responden dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan
dengan pokok masalah yang hendak diteliti.

c. Kajian pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca
literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan
yang diteliti baik berupa buku-buku bacaan maupun peraturan Perundang-
Undangan.

Analisis data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara
dikelompokkan dan dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang

diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau
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penjelasan normative dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, penulis
melakukan interpretasi secara kualitatif yaitu menghubungkan antara data
dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum
yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil akhir penelitian ini ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisi pada pembahasan Bab IV di atas maka dapat ditarik
kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak berjalan efektif karena masih
banyak terdapat pedagang yang memperjualbelikan pakaian bekas dan belum
ada penanganan terhadap pedagang tersebut di Kecamatan Tualang.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor
di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terjadi karena tidak adanya tindakan
atau penegakan hukum yang dilakukan Polsek Tualang dalam menangani kasus
ini karena tingginya permintaan konsumen dan juga pedagang menjual pakaian
bekas sudah dari lama dan turun temurun. Sehingga akan menimbulkan
kekacauan yang besar bilang dilakukan tindakan.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pedagang
pakaian bekas impor di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dijelaskan
yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Riau Subdit 1 untuk
mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pedagang
yang memperdagangkan pakaian bekas. Penangkapan dan penindakan secara

tegas kepada pelaku yang memperdagangkan pakaian bekas ini merupakan
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upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian, akan tetapi belum maksimal

karena belum didukung penuh oleh instansi terkait.

B. Saran

1.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor agar
terlaksana dengan baik, penulis menyarankan kepada Polsek Tualang harus
segera melakukan tindakan atau penegakan hukum kepada pedagang pakaian
bekas impor di Kecamatan Tualang agar dapat mengatasi kasus ini. Upaya dari
pihak Kepolisian baik itu Polsek Tualang maupun Polda Riau harus lebih tegas,
tepat sasaran dan memberikan efek jera dalam menangani permasalahan ini.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini saran penulis kepada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak ialah pihak Dinas harus
semakin gencar turun kelapangan dengan fasilitas yang ada dalam memantau
daerah-daerah yang banyak digunakan sebagai tempat pedagang
memperdagangkan pakaian bekas dan kerja sama dengan pihak kepolisian
harus ditingkatkan lagi.

Saran penulis kepada pedagang pakaian bekas impor jangan memikirkan
keuntungan sendiri karena harus memperhatikan kesehatan dan keselamata
konsumen atau pembeli, memiliki rasa kesadaran akan hukum, dan mengatahui

bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan hukum yang berlaku.
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